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BAB Il

PENUTUP
A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang
berlaku mengenai penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah di
Kantor Pertanahan Kabupate Klaten juga mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun menjadikan proses mediasi dirasa masih efektif dalam menangani masalah
sengketa tanah di Kabupaten Klaten walaupun banyak juga kasus yang

dilakukan penyelesaian melalui mediasi yang tidak menemui kata sepakat.

B. Saran

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten menurut penulis sudah efektif dan baik akan tetapi masih ada
kekurangan antara lain:
Kurangnya sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi di
Kantor Pertanahan kepada masyarakat umum guna menghindari sengketa

pertanahan yang dapat merugikan kedua belah pihak
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